BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber. Peran
yang dilakukan pemerintah desa terbagi menjadi dua yaitu peran
pemerintah sebagai regulator dan fasilitator. Peran sebagai regulator yaitu
pemerintah  membuat perdes menghasilkan PERATURAN DESA
JETAK NO 11 TAHUN 2020 TENTANG PARIWISATA DESA untuk
mengatur kebijakan pariwisata desa. Sehingga pemerintah desa
membentuk bumdes sesuai tupoksinya di masing- masing objek wisata
untuk membantu pemerintah dalam mengelola aset desa. Selain itu
pemerintah menyerahkan sepenuhnya pengelolaan kepada bumdes agar
dikelola dengan baik dan mendapat hasil maksimal. Bumdes sendiri
mengelola aset desa beberapa unit salah satunya pariwisata. Sehingga
bumdes membentuk struktur organisasi pokdarwis di masing- masing
objek wisata yaitu objek wisata pantai pidakan dan watubale bertujuan
menjalankan kegiatan di setiap objek wisata. Pengelolaan yang
dijalankan pokdarwis di masing objek wisata hasil retribusi disetorkan
kepada bumdes lalu bumdes menyetorkan ke pemerintah desa. Peran
pemerintah desa selain sebagai regulator juga sebagai fasilitator berupa
membantu dalam pendanaan untuk melakukan pembangunan fasilitas di

pantai pidakan dan watubale.Sehingga hubungan antara pemerintah,

69



bumdes dan pokdarwis saling berkaitan agar terwujudnya desa wisata di
Jetak dan menghasilkan  pendapatan asli desa secara maksimal . Pantai
pidakan berdiri lebih awal daripada pantai watubale. Pantai pidakan
diresmikan dari tahun 2014 sedangkan watubale dari 2018. Kedua pantai
tersebut mempunyai keunggulan sendiri- sendiri sehingga banyak yang
berminat  berkunjung di kawasan pantai. Keunggulan pantai pidakan
berupa bebatuan alami yang berwarna putih dan bersih dari berbagai
macam jenis dan ukuran, batu ini yang mejadi salah satu icon Pantai
Pidakan. Sedangkan pantai watubale berciri khas mempunyai batu

karang atau batu besar ditengah pantai dan tidak mempunyai pesisir pantai.

Selain peran pemerintah desa sebagai regulator dan fasilitator.
Adanya faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan wisata.
Faktor Pendukungnya berupa adanya sumberdaya alam yang bisa dikelola
masyarakat menjadi wisata. Sehingga bisa meningkatkan perekonomian
masyarakat dengan cara membuka lapangan pekerjaan seperti berjualan
dikawasan pantai dan menyewakan lahan untuk para pedagang. Sebab
lahan yang ada dipantai milik perorangan jadi penjual sebagian menyewa
tanah untuk berjualan. Selain itu lahan parkir yang berada di kawasan
watubale juga milik perorangan jadi bagi hasil dengan masyarakat selama
3 bulan sekali. Dalam Pengelolaan wisata tentunya ada faktor
penghambat berupa adanya keterbatasan dana pembangunan hal tersebut
dana tidak difokuskan ke pariwisata melainkan apdesnya dibagi-bagi

untuk kebutuhan lain. Selain itu adanya penurunan secara dratis. Sehingga
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penurunan yang terjadi di pidakan mencapai 20 % sedangkan di pantai

watubale mencapai 50 % dari adanya pandemi

B. Saran

a. Bagi Pengelola wisata :

1.

Pengelola objek wisata diharapkan menambah konsep terbaru agar
menambah daya tarik wisatawan

Pengelola harus mengoptimalkan promosi di sosial media terutama
pada masa pandemic ini agar tertarik untuk berkunjung

Pengelola watubale diharapkan untuk membuat tempat parkir tidak

terlalu jauh diarea objek wisata

b. Bagi Peneliti selanjutnya :

1.

Apabila mahasiswa atau peneliti selanjutnya berkeinginan untuk
melakukan penelitian yang hampir sama maka diharapakan untuk
melengkapi kekurangan penelitian ini

Diharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa
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